
 
 

STANDAR PELAYANAN 

KONSULTASI DI KLINIK PERENCANAAN 

PADA BAPPELITBANGDA KABUPATEN PASURUAN 

NO KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN LAYANAN 

1. Persyaratan Dokumen/berkas pendukung terkait permasalahan 

yang akan dikonsultasikan 

2. Sistem, 

Mekanisme dan 

Prosedur 

 

 

 
 

Konsultasi dapat dilaksanakan menjadi 2 (dua) yaitu: 

1. Konsultasi dengan datang langsung ke Klinik 

Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

a. Pengguna layanan datang langsung ke Klinik 

Perencanaan dengan membawa 

dokumen/berkas yang disyaratkan; 

b. Pengguna layanan melaksanakan konsultasi 

dengan Pejabat fungsional Perencana Madya 

dan Muda; 

c. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan 

akan mendapat hasil konsultasi. Berupa Berita 

Pengguna layanan datang langsung ke Klinik 

Perencanaan 

Konsultasi dengan pejabat fungsional Madya dan 

Muda di Klinik Perencanaan 

Berita Acara Hasil Konsultasi di Klinik Perencanaan 



 
 

Acara konsultasi di Klinik Perencanaan pada 

Bappelitbangda  

 

3. Jangka Waktu 

Pelayanan 

Hari Kerja pukul 08.00 – 14.00 WIB 

4. Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya (GRATIS) 

5. Produk 

Pelayanan 

Berita Acara Konsultasi  

6. Penanganan 

Pengaduan, 

Saran dan 

Masukan / 

Apresiasi 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan 

Jl. Raya Raci KM 9, Pasuruan 67153, Telp. 0343-

741212; Fax. 0343-741313; 

e.mail : bappelitbangda@pasuruankab.go.id  

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia           Nomor 

5038); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 



 
 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5149); 

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang 

Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan. 

2. Sarana dan 

Prasarana 

dan/atau 

Fasilitas 

1. Ruang Rapat 

2. Komputer dan Printer 

3. Jaringan Internet 

4. QR Code Survei Kepuasan Masyarakat 

3. Kompetensi 

Pelaksana 

- JF Perencana Madya 

- JF Perencana Muda 

4. Pengawasan 

Internal 

1. Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja 

(PPK) 

2. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) 

bulan sekali 

5. Jumlah 

Pelaksana 

3 Orang, terdiri dari : 

3 orang Pejabat Fungsional Perencana Madya 2 orang 

dan Perencana Muda 1 orang 

6. Jaminan 

Pelayanan 

1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar 

pelayanan yang telah ditetapkan maka siap 

menerima sanksi sesuai peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan 

2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, 

dan dapat dipertanggungjawabkan 

7. Jaminan 

Keamanan dan 

Keselamatan 

Pelayanan 

1. Materi dan informasi yang disampaikan dijamin 

kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan 

2. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah 

mendapat penugasan dari atasan langsung 

8. Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei 

Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara 

personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan 

Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai. 

 


